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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1.   Kesimpulan 

   Setelah membandingkan Peraturan Anti-SLAPP Indonesia dan Filipina, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perbandingan Peraturan Anti-SLAPP dan perkara SLAPP di Indonesia dan Filipina: 

a. Peraturan Anti-SLAPP Indonesia dan Filipina 

Indonesia dan Filipina mengakui hak konstitusional warga negara melalui 

persamaan hak berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat. Selain itu 

terdapat hak akses terhadap informasi dan keadilan dalam berpartisipasi. 

Selanjutnya pengakuan terhadap lingkungan yang baik, sehat, dan seimbang. 

Walaupun mengandung perbedaan penyampaian, namun Konstitusi Indonesia 

yaitu Pasal 28 E Ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28 H UUD 1945 dan Filipina 

terdiri dari Article II Section 16, Article II Section 23, Article III Section 4 The 

1987 Constitution menjunjung tinggi hak yang melekat pada masyarakat dalam 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, dan seimbang. Selain itu, 

mengenai peraturan Anti-SLAPP yaitu Pasal 66 UUPPLH dan KMA No. 

36/SK/II/2013. Walaupun Indonesia dan Filipina memiliki perbedaan mengenai 

sistem hukum Civil Law dan Common Law, dalam perihal pengaturan prosedur 

Indonesia menyatakan dalam huruf B nomor 4 KMA No. 36/SK/II/2013 sebagai 

pedoman bagi hakim menangani perkara lingkungan bahwa keputusan SLAPP 

ditetapkan dalam putusan banding. Dalam ketentuan Rule 6 Section 1 RPEC 

menjelaskan bahwa pembelaan SLAPP dapat dilakukan dengan 

menyampaikannya dalam jawaban sela. Jadi pihak peradilan memberikan 

kesempatan kepada para pihak untuk melakukan pembelaan dan membuktikan 

melalui bukti-bukti valid dan sah di hadapan hukum. Mengenai peraturan 

pelaksana Anti-SLAPP Indonesia menyatakan dalam KMA No. 36/SK/II/2013, 

bahwa SLAPP termasuk pada perkara lingkungan hidup. Filipina juga 

mengkategorikan SLAPP dalam perkara lingkungan hidup dan ditetapkan 

dalam Rule 6 Sec (2) RPEC. Bentuk gugatan SLAPP Indonesia dan Filipina 

dikategorikan dalam 2 jenis gugatan yaitu secara perdata maupun tuntutan 

pidana. Jadi dapat disimpulkan Indonesia dan Filipina menjamin perlindungan 
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hukum bagi pejuang lingkungan hidup di hadapan pengadilan secara perdata 

dan pidana . 

Perbedaan peraturan Anti-SLAPP Indonesia dan Filipina terdapat dalam sistem 

hukum yaitu Indonesia menganut Civil Law dan Filipina menganut Common 

Law. Selanjutnya mengenai substansi Konstitusi Indonesia dan Filipina Pasal 

28 E Ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28 H UUD 1945 yaitu Indonesia 

mengutamakan pelaksanaan hak masyarakat dalam memperoleh lingkungan 

yang baik dan sehat serta akses informasi dan keadilan yang berkaitan erat 

dengan partisipasi publik, ditunjukan melalui kata “setiap orang berhak”. Hak 

masyarakat menjadi prioritas dalam pelaksanaan partisipasi publik sekaligus 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sedangkan Filipina dalam 

Article II Section 16, Article II Section 23, Article III Section 4 The 1987 

Constitution yaitu Kewajiban negara menjadi hal utama dalam penerapan 

konstitusi Filipina. Hal ini dibuktikan melalui kata “state shall” Negara wajib 

memberikan lingkungan yang seimbang dan memprioritaskan hak setiap 

masyarakat untuk menikmati dan mengelola lingkungan sesuai dengan 

keserasian dan keselarasan alam yang ada. Mengenai definisi SLAPP di 

Indonesia diartikan sebagai gugatan balik (gugatan rekonvensi) dalam perkara 

perdata, sedangkan dalam pidana dalam bentuk pelaporan tindak pidana. Jadi 

Indonesia belum mendefinisikan mengenai SLAPP dan unsur-unsur yang 

terkandung dalam fenomena SLAPP. Sedangkan Filipina secara eksplisit 

menetapkan definisi SLAPP yaitu “Gugatan Strategis Melawan Partisipasi 

Publik (SLAPP) merupakan perkara perdata, pidana, atau administratif, yang 

melawan orang, lembaga atau pemerintah atau pemerintah lokal atau publik dan 

pekerja, yang bermaksud untuk melecehkan, menyusahkan, memberikan 

tekanan yang berlebihan atau menghambat upaya atau adanya kemungkinan 

dilakukan oleh setiap orang, lembaga atau pemerintah yang berwenang 

menegakan hukum lingkungan hidup, perlindungan atau penegakan hak 

lingkungan hidup wajib diselesaikan menurut aturan SLAPP dalam Peraturan 

ini (dalam bahasa Indonesia). Terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam 

pengertian ini untuk mengidentifikasi SLAPP yaitu: 

1. Tindakan hukum berupa gugatan strategis dalam ranah perkara perdata, 

pidana, atau administratif. 
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2. Bentuk perlawanan terhadap target SLAPP yaitu orang, lembaga atau 

pemerintah atau pemerintah lokal atau publik dan pekerja. 

3. Berupa tindakan hukum. 

4. Bertujuan untuk melecehkan, menyusahkan, memberikan tekanan yang 

berlebihan, dan upaya untuk menghambat. 

5. Pelaku SLAPP terdiri dari orang, instansi atau pemerintah yang 

berwenang dalam lingkungan hidup. 

Indonesia dan Filipina memiliki mekanisme penanganan perkara SLAPP yang 

berbeda. Indonesia menetapkannya di KMA No. 32/SK/II/2013 sebagai 

pedoman bagi hakim menangani perkara lingkungan hidup. Penanganan 

perkara SLAPP di Indonesia dapat diajukan melalui tuntutan balasan, 

rekonvensi, maupun pembelaan dalam pidana, dan harus diputuskan melalui 

putusan banding. Sedangkan Filipina mengatur secara rinci mengenai 

mekanisme penanganan SLAPP dalam Rule 6 RPEC untuk gugatan perdata dan 

administrasi, Rule 19 RPEC untuk gugatan pidana. Melihat perbedaan yang 

signifikan yang terdapat dalam mekanisme penanganan perkara SLAPP, dapat 

disimpulkan bahwa adanya kelebihan peraturan Anti-SLAPP Filipina saat 

menangani perkara SLAPP. Dalam peraturan ini, pihak pengadilan memberikan 

kesempatan terhadap pihak yang berperkara untuk melampirkan bukti-bukti 

yang sah mengenai pembelaan terhadap gugatan. Hal ini memberikan hak bagi 

para pihak untuk memperjuangkan harkat dan martabatnya dalam berperkara 

sehingga hakim dapat secara bijak menentukan gugatan SLAPP atau tidak 

melalui bukti-bukti yang dilampirkan dalam perkara perdata dan administratif, 

sedangkan dalam perkara pidana, pihak yang dituntut secara pidana dapat 

mengajukan mosi penolakan (dismissal) dan sama seperti ketentuan perdata dan 

administrasi. Pihak yang mendalilkan harus membuktikan bahwa gugatan 

tersebut tidak layak masuk ke Pengadilan. 

b. Perkara SLAPP Indonesia dan Filipina 

Dalam perkara-perkara yang terjadi di Filipina, dapat disimpulkan bahwa hakim 

juga menimbang terkait tujuan disahkannya RPEC yaitu menunjang hak 

lingkungan hidup yang seimbang dan sehat untuk masyarakat. Sedangkan 

berdasarkan perkara SLAPP Indonesia yang dilampirkan sebelumnya, mulai 

tahun 2015 hakim menimbang terkait hak masyarakat dalam mendapatkan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indonesia mengakui adanya 
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kemandirian Pengadilan dalam penanganan perkara lingkungan hidup. 

Perbedaan pertimbangan hakim dalam penanganan perkara SLAPP di Indonesia 

terletak pada perspektif hakim. Berdasarkan perkara yang terlampir, hakim 

Indonesia baru menimbang terkait Pasal 66 UUPPLH dan KMA No. 

36/SK/II/2013 sejak tahun 2015 serta tahun 2020. Sedangkan perkara SLAPP 

yang terjadi di Filipina, para hakim dengan teliti menimbang bukti-bukti terkait 

gugatan tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak karena teridentifikasi 

SLAPP. Jadi keseluruhan pendapat hakim bertumpu pada RPEC. Walaupun 

dalam putusan tidak disebutkan secara eksplisit terkait RPEC yang mengatur 

SLAPP, namun dengan adanya peraturan prosedur, hakim mengikuti proses 

penanganan perkara SLAPP melalui RPEC. 

c. Dalam pengertian perlindungan hukum yang disampaikan oleh Philip M. 

Hadjon, terdapat unsur-unsur perlindungan hukum yang mencakup kriteria 

yaitu: 

1. Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia 

2. Pengakuan terhadap HAM. 

3. Berdasarkan ketentuan umum atau sebagai kumpulan peraturan/kaidah 

yang melindungi subjek hukum. 

Menurut penulis, setelah menjabarkan makna dan unsur-unsur Pasal 66 

UUPPLH dan Pasal yang berkaitan, Pasal ini sudah memenuhi unsur-unsur 

yang menjamin perlindungan hukum. Mulai dari perlindungan terhadap harkat 

dan martabat manusia, dalam Pasal 66 UUPPLH terdapat bahwa orang yang 

memperjuangkan lingkungan yang baik dan sehat. HAM yang melekat dalam 

mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat tidak dapat diganggu gugat dan 

bersifat absolut. Sehingga dengan pernyataan yang ditetapkan dalam Pasal 66 

UUPPLH sudah melindungi harkat dan martabat manusia. Kedua pengakuan 

terhadap HAM terdapat pada “yang memperjuangkan lingkungan yang baik dan 

sehat”. Pengakuan terhadap HAM yang terkandung yaitu mengenai perjuangan 

yang dilakukan pejuang lingkungan hidup demi mendapatkan lingkungan yang 

baik dan sehat secara utuh tanpa adanya gangguan. Ketiga, mengenai hak atas 

informasi yang berkaitan erat dengan partisipasi publik serta perlindungan 

hukum bagi pejuang lingkungan hidup yang menempuh jalur hukum. Melalui 

Pasal ini, adanya perlindungan secara signifikan terhadap subjek hukum yaitu 

pejuang lingkungan hidup. Jadi keseluruhan perlindungan hukum dalam Pasal 
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66 UUPPLH menjamin perlindungan bagi pejuang lingkungan hidup dan 

keterkaitannya dengan Psaal 65 ayat (1), Pasal 65 Ayat (2) jo. Pasal 4 Ayat (1) 

dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. 

Adapun KMA No. 36/SK/II/2013 sebagai pedoman hakim lingkungan 

merupakan soft law yang dapat memberi arahan dan informasi menangani 

perkara. Menurut penulis, pedoman ini merupakan petunjuk yang baik bagi 

hakim lingkungan dalam menyelesaikan perkara lingkungan hidup. Akan tetapi, 

apabila hakim yang menangani perkara SLAPP mengikuti pedoman ini, maka 

unsur-unsur jaminan perlindungan hukum akan terpenuhi. Sebaliknya, apabila 

hakim tidak merujuk pada pedoman ini, maka tidak ada unsur-unsur 

perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup.yang melekat pada 

pedoman yang ditetapkan berdasarkan KMA No. 36/SK/II/2013. 

Dapat disimpulkan bahwa, metode Perbandingan peraturan Anti-SLAPP Indonesia 

dengan Filipina maupun perkara SLAPP yang terjadi dalam kedua negara ini 

menunjukan bahwa perbandingan yang dilakukan merupakan hal yang tepat. Melihat 

bahwa keadaan kedua negara yang masih berkembang serta adanya kelebihan maupun 

kekurangan mengenai peraturan khususnya dalam hal Anti-SLAPP. Sebagai negara 

berkembang, Indonesia dan Filipina tentu menghadapi permasalahan yang sama. Dapat 

dilihat bahwa perkembangan teknologi untuk mendukung pembangunan negara serta 

mewujudkan tujuan bangsa membuat negara-negara berkembang kewalhan menghadapi 

kemajuan teknologi tersebut sehingga dapat menyebabkan permasalahan lain. Salah 

satunya berdampak pada lingkungan hidup. Maka dari itu, perbandingan peraturan Anti-

SLAPP Indonesia dengan Filpina merupakan ha yang tepat untuk dikaji oleh penulis.  

 

5.2.   Saran  

1. Berdasarkan unsur-unsur jaminan perlindungan hukum, Pasal 66 UUPPLH sudah 

melindungi harkat dan martabat manusia, mengakui adanya HAM, dan berdasarkan 

ketentuan umum dan/atau peraturan kaidah dalam melindungi subjek hukum.  

Selanjutnya dalam KMA No. 36/SK/II/2013, dijelaskan bahwa Pasal 66 UUPPLH 

merupakan unsur utama peraturan Anti-SLAPP. Namun Pasal 66 UUPPLH dan KMA 

No. 36.SK/II/2013 kurang mengakomodir unsur SLAPP untuk dijadikan tolak ukur 

identifikasi perkara SLAPP di Pengadilan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

penulis, kelebihan peraturan Anti-SLAPP yang ditetapkan oleh Filipina melalui  Rule 
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of Procedure For Environmental Cases dapat memberikan pembelajaran bagi 

Indonesia untuk menetapkan pengertian SLAPP yang terdiri dari 5 (lima) unsur SLAPP 

yaitu: 

a. Tindakan hukum berupa gugatan strategis dalam ranah perkara perdata, pidana, 

dan/atau administratif. 

b. Bentuk perlawanan terhadap target SLAPP yaitu orang, lembaga atau 

pemerintah atau pemerintah lokal atau publik dan pekerja. 

c. Berupa tindakan hukum. 

d. Bertujuan untuk melecehkan, menyusahkan, memberikan tekanan yang 

berlebihan, dan upaya untuk menghambat. 

e. Pelaku SLAPP terdiri dari orang, instansi atau pemerintah yang berwenang 

dalam lingkungan hidup. 

Melalui kelima unsur SLAPP berdasarkan Rule 1 Section 4 RPEC, para hakim di 

Filipina dapat mengetahui dan melakukan identifikasi perkara SLAPP dengan kriteria 

yang tepat dalam menangani perkara SLAPP. Jadi yang dapat menjadi pembelajaran 

bagi Indonesia dalam menyusun peraturan Anti-SLAPP yaitu penanganan perkara 

SLAPP khususnya dalam ranah lingkungan hidup dilaksanakan secara sistematis 

meliputi pengertian baku yang dapat menjelaskan setiap unsur-unsur identifikasi 

SLAPP melalui ketentuan Anti-SLAPP dalam perkara lingkungan hidup yang 

ditetapkan pada peraturan perundang-undangan di kemudian hari. Oleh karena itu, 

alangkah baiknya Indonesia menetapkan pengertian SLAPP dengan menyertakan 

unsur-unsur yang dapat menunjang proses identifikasi perkara SLAPP dalam ranah 

lingkungan hidup di Indonesia. 

2. Indonesia sudah menetapkan mekanisme peraturan Anti-SLAPP dalam huruf B angka 

4 KMA No. 36.SK.II.2013 yaitu mengenai pengajuan bahwa suatu perkara termasuk 

SLAPP dapat diajukan melalui provisi, eksepsi, maupun dalam gugatan rekonvensi 

(dalam perkara perdata) dan/atau pembelaan (dalam perkara pidana). Namun 

mengingat bahwa KMA No. 36/SK/II/2013 merupakan pedoman hakim lingkungan 

dalam menangani perkara lingkungan yang bertujuan untuk memberikan arahan serta 

petunjuk penyelesaian perkara, maka hakim lingkungan menjadi peran utama dalam 

proses penanganan perkara SLAPP. Maka dari itu, dalam rangka harmonisasi peraturan 

Anti-SLAPP FIlipina, sebaiknya Indonesia melakukan penetapan terkait mekanisme 

Anti-SLAPP sebagai berikut:  
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a. Menegaskan bahwa penanganan perkara SLAPP wajib diselesaikan 

berdasarkan peraturan Anti-SLAPP yaitu perubahan KMA No. 36/SK/II/2013. 

b. Dalam perkara perdata, Pengadilan dapat memberikan hak dan kewajiban 

kepada Terdakwa yang menyatakan sebagai target SLAPP untuk melakukan 

pembelaan yang dilampirkan dalam jawaban sela dengan melampirkan bukti-

bukti tertulis berupa dokumen yang relevan. Sebaliknya, Penggugat atau pihak 

lawan dapat membuktikan bahwa gugatan bukan SLAPP. Akan tetapi dalam 

melampirkan bukti tidak boleh melebihi jangka waktu yang ditetapkan dan 

Pengadilan wajib memeriksa dengan ketepatan jangka waktu yang sudah 

ditentukan dalam peraturan.  

c. Dalam perkara pidana, terdapat mekanisme pembelaan bagi pihak yang merasa 

menjadi target SLAPP dan melampirkan bukti-bukti yang terkati serta dapat 

menjadi pertimbangan hakim. 

d. Apabila pengadilan menolak gugatan perdata, pengadilan wajib memberi ganti 

rugi, biaya pengacara, dan biaya perkara terhadap pihak yang dinyatakan 

sebagai target SLAPP (dalam perkara perdata). 

e. Apabila pengadilan menolak pengajuan mosi penolkan terhadap gugatan oleh 

terduga target SLAPP, maka pegadlan wajib melanjutkan dakwaan.  

Oleh karena itu, dengan kekurangan mekanisme penanganan perkara SLAPP sebaiknya 

diadakan pembaharuan mekanisme peraturan Anti-SLAPP dalam KMA No. 

36/SK/II/2013 dan ditetapkan sebagai Peraturan Mahkamah Agung mengenai 

mekanisme penanganan perkara SLAPP dalam lingkungan hidup.  
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